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KABUPATEN POSO

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan
bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah
secara komprehensif, terpadu dari hulu ke hilir yang
melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha secara
proporsional, efektif serta efisien;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, maka perlu mengatur pengelolaan sampah dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Sampabh;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun
2008 Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

Menetapkan :

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.
11.
12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Poso.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
tertentu di Daerah.

SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditetapkan oleh Bupati
sebagai pengelola kebersihan/persampahan.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang mempunyai
tugas dan fungsi tertentu.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah
rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar
terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah
spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang
tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas
lainnya.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses
alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan  berkesinambungan yang  meliputi
perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan
sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan,
pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk
klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang
digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan
sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang
sampah.

Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang
dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi
menghasilkan sampah.

Pengelola sampah adalah orang dan/atau badan yang
bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat
tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

Pembuangan sampah tidak pada tempatnya adalah
pembuangan sampah yang dilakukan di lokasi yang tidak
diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan
membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampabh.
Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan
memisahkan sampah sesuai jenis sampah.

Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS.
Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampabh,
dari tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS ke TPA.
Pengolahan atau Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan
untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau
dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah izin yang
diberikan untuk kegiatan usaha pengelolaan sampah.
Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah
terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah.

Kader adalah orang yang mampu menjalankan amanat,
memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang
tongkat estafet sekaligus membingkai keberadaan dan
kelangsungan suatu organisasi.



BAB II
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Asas, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas :
. tanggung jawab;
. berkelanjutan;
. manfaat;
. keadilan;
. kesadaran;
keselamatan;
. keamanan; dan
. nilai ekonomi

SR R0 00 oD

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan
sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah meningkatnya upaya
pengelolaan sampah dan kesadaran serta kepedulian masyarakat
untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengelolaan sampah
rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah
tangga.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah  Daerah  merencanakan pengurangan dan
penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis
dan rencana kerja tahunan pada SKPD yang ditunjuk.

(2) Target pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sebagaimana
dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja
tahunan pada ayat (1) melalui :

a. penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan
penanganan sampah yang ramah lingkungan mulai dari
sumber sampah sampai dengan TPA; dan

b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan
sampah yang ramah lingkungan meliputi pembiayaan dan
teknologinya.



Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan
dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang
sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan :

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana
pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku
usaha; dan

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam
mengembangkan, memanfaatkan hasil daur |ulang,
pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang
sampah.

Pasal 8

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :
a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dilakukan dengan cara mengelompokkan dan
memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah
organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah
rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap
menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 11

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c dilaksanakan dengan cara :

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung
jawab lembaga  pengelola sampah yang dibentuk
RT/RW/Lingkungan;

b. sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi
tanggung jawab SKPD yang yang ditunjuk;

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber
sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi
tanggung jawab pengelola kawasan; dan



d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST
sampai ke TPA menjadi tanggung jawab SKPD yang
ditunjuk.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai
dengan jenis sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan
keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan
kebersihan.

(4) Dalam hal lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf c¢ belum dibentuk,
pengangkutan sampah dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
huruf d dilakukan dengan mengubah karakterisik, komposisi,
dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di
TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 13

Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e
dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu
hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara
aman.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah meyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan
sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Lembaga Pengelola

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan
penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 8 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di rukun
tetangga, rukun warga, lingkungan/dusun, desa/kelurahan,
kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya,
sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 17

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 tingkat rukun tetangga mempunyai tugas :

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di
masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat
sampah rumah tangga ke TPS/TPST;

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-
masing rumah tangga; dan

c. menjamin terwujudnya tertib pemanfaatan TPS/TPST.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 tingkat rukun warga mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
rukun tetangga; dan

b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara
kepada lingkungan/dusun.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 tingkat lingkungan/dusun mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
rukun tetangga dan rukun warga; dan

b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara
kepada kepala desa.

(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
dusun/lingkungan;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah
mulai dari tingkat rukun tetangga sampai padukuhan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara
dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.

(5) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 tingkat kecamatan mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat
desa;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah
mulai dari tingkat rukun warga sampai tingkat desa dan
lingkungan kawasan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara
dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada SKPD yang
ditunjuk.

Pasal 18

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan

industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya

mempunyai tugas :

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing
kawasan;

b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke
TPA; dan

c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.



Bagian Kelima
Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga
dan badan usaha yang melakukan :
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampabh;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.
(2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada
perseorangan yang melakukan :
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 20

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga,
badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b. pelanggaran tertib penanganan sampabh.

Pasal 21

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kerja sama dan Kemitraan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar
pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan
badan usaha dalam pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. penyediaan/pembangunan TPA,;

b. sarana dan prasarana TPA;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA

d. pengelolaan TPA; dan/atau

e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah
lingkungan.

(3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain :

a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;

b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta
sarana dan prasarana pendukungnya;

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

d. pengelolaan TPA;dan atau

e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 23

Ketentuan kerja sama dan kemitraan dengan badan usaha
sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketujuh
Retribusi

Pasal 24

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dengan
peraturan daerah tersendiri.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kedelapan
Pembiayaan dan Kompensasi

Paragraf Kesatu
Pembiayaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan
pengelolaan sampabh.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
daerah tersendiri.

Paragraf Kedua
Kompensasi

Pasal 26

Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada
orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa :

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. ganti rugi; dan/atau

e. bentuk lain

Pasal 27

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) sebagai berikut:

a.
b.

C.

pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran
aduan dan dampak negatif pengelolaan sampabh;

menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan
hasil investigasi dan hasil kajian.
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BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 28

Pemerintah  Daerah  bertugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 29

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

terdiri atas :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan,
dan penanganan sampabh;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya
pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampabh;

d. melaksanakan  pengelolaan sampah dan memfasilitasi
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampabh;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil
pengolahan sampah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang
berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan
menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat,
dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan
sampabh.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 30

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah

Daerah mempunyai wewenang :

a. menetapkan kebijakan dan strategi pegelolaan sampah
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA serta
jangkauan pelayanan persampahan sesuai tata ruang
wilayah kabupaten;

e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;dan

f. menyiapkan kader - kader yang mampu menggerakan
masyarakat untuk mengelola sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem

tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Setiap orang berhak :

a.

mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik
dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau
pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

. berpartisipasi dalam  proses pengambilan keputusan,

penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan
sampabh;

. memperoleh informasi yang benar akurat dan tepat waktu

mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak

negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan

sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah :

a.

b.

mengelola sampah berwawasan lingkungan;
mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan
sesuai jenis sampabh;

. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS

sesuai dengan ketentuan;

. menyediakan lokasi  untuk  penempatan/pembangunan
TPS/TPST;
. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampabh;

memberikan informasi secara akurat perihal data potensi
timbulan sampah; dan

. membayar retribusi pelayanan pengelolaan sampabh.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 33

Lembaga pengelola sampah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan
masyarakat dalam pengelolaan sampah dilarang :

a.

membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran
drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan
dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai
tempat penampungan sampah;

. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung

unsur plastik;

. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan

bahaya kebakaran, polusi dan/atau mengganggu lingkungan,;
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d. menggunakan lahan wuntuk dimanfaatkan sebagai tempat
pembuangan sampah tanpa dilakukan proses pengolahan
sesuai dengan jenis sampah agar aman bagi lingkungan; dan

e. membuang sampah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke
dalam wilayah Daerah.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

1. menjaga kebersihan lingkungan;

2. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
pengangkutan, dan pengolahan sampabh;

3. pemberian saran, wusul, pengaduan, pertimbangan, dan
pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di
wilayahnya;

4. setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita
kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah tidak pada
tempatnya dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk; dan

S. pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
disampaikan melalui kepala desa dan/atau camat disertai
dengan informasi paling sedikit mengenai :

. identitas pelapor;

. perkiraan volume dan jenis sampabh;

. alat bukti;

. lokasi terjadinya pembuangan sampah tidak pada tempatnya;

. waktu diketahuinya pembuangan sampah tidak pada

tempatnya; dan

f. dampak pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

O 00 oD

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan
sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Permohonan izin kegiatan wusaha pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(3) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah berlaku selama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Izin kegiatan wusaha pengelolaan sampah tidak dapat
dipindahtangankan.

(5) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. pengumpulan;

b. pengangkutan;

c. pengolahan; dan
d. pemrosesan akhir.

(6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipungut biaya retribusi.

(7) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin
kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan
Bupati.
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BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pemilik izin kegiatan wusaha pengelolaan sampah diberi
peringatan tertulis apabila :

a. tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah
yang telah diperoleh.

(2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga)
hari.

(3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 37

(1) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dibekukan apabila :

a. pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah tidak
mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2); dan

b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan
dan/atau pencemaran lingkungan.

(2) Terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah yang izinnya
dibekukan, kegiatan dimaksud diambil alih oleh Pemerintah
Daerah termasuk pemungutan retribusinya.

(3) Pembekuan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pembekuan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3)
dapat dicabut apabila pemegang izin yang bersangkutan telah
mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

(1) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dicabut apabila :

a. pemilik izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan
setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

b.izin kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diperoleh
berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
atau

c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin kegiatan usaha
pengelolaan sampabh.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat
tidak  diperbolehkannya  melakukan  kegiatan  usaha
pengelolaan sampah.

(3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.
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BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri
atas :

a. Sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampabh;
b. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;

c. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan
ataupun melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 40

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan
mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak
yang bersengketa.

Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
kesepakatan, para pihak yang  bersengketa dapat
mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 41

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan
dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaiana dimaksud
pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-
unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat
antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti
kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 42

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di
bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui
perwakilan kelompok.



(1)

15

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 43

Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pengelolaan sampah.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(1)

(2)

terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu,

kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah,
dan

c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun
sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh

SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

kegiatan, antara lain :

a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampabh;

b. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan

c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung
jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

(2)

(3)

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan  meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;



(4)

(1)

(2)
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tidak pidana;

e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh  berhenti dan/atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran
terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan
pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(4)

()

ayat (2) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan Daerah.

Penerapan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) didahului
dengan pemberian peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga)
kali.

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang dalam pengelolaan sampah
menimbulkan kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 23 April 2015
BUPATI POSO,
ttd
PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

—

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (03/2015)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan
meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Poso, berakibat
semakin banyak pula volume timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara
baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi
Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya
untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan
dibidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan
dinamis untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun kebijakan
tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso berupaya semaksimal mungkin agar
dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi
ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam
setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi
dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan
Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
bagi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah. Salah satu bentuk
pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna
mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya
disesuaikan dengan jenis layanan, kemampuan masyarakat pada umumnya
serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Pengelolaan Sampah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
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Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)
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Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau

dokumentasi yang mendukung pengaduan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4411
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